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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui apakah kedudukan lembaga
perlindungan saksi dan korban merupakan
sebuah lembaga dalam penegakan hukum
pidana di Indonesia dan apakah peran
lembaga perlindungan  saksi dan korban
dalam sistem peradilan pidana. Dengan
menggunakan metode penelitian  yuridis
normatif, dismpulkan: 1. Kedudukan Lembaga
Perlindungan  Saksi dan  Korban  (LPSK)
sebagai komponen sistem peradilan pidana
yang memiliki fungsi penting dalam penegakan
hukum, khususnya memberikan
perlindungan terhadap saksi maupun
korban, dalam rangka mendapatkan
kebenaran materiel serta mewujudkan sistem
peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil.
2. Proses peradilan pidana, aparat keamanan
LPSK memiliki peran sangat penting dalam
sistem peradilam pidana yang baik, seimbang
dan adil, yakni sebagai sebuah sistem yang
memenuhi perasaan keadilan masyarakat,
baik keadilan prosedural maupun keadilan
substansial. Peran LPSK tersebut adalah
dengan melaksanakan fungsi perlindungan
terhadap saksi dan/atau korban tindak
pidana, sehingga  proses  penyidikan,
pemmtutan maupun pemeriksaan di
persidangan, antara lain tidak mengalami
kesulitan atau hambatan dalam melakukan
pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban
guna mendapatkan alat bukti, karena saksi
dan/atau korban dimaksud telah mendapatkan
jaminan perlindungan yang diperlukan

Kata kunci: Kedudukan, Lembaga Perlindungan
Saksi dan korban, Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN
A. latar Belakang Masalah

Perlindungan  korban kejahatan dalam
sistem hukum nasional nampaknya belum
memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat
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dari hanya beberapa Peraturan Perundang-
Undangan Nasional yang mengatur hak-hak
korban kejahatan. Adanya ketidak
seimbangan antara perlindungan korban
kejahatan dengan pelaku kejahatan pada
dasarnya merupakan salah satu
pengingkaran dari asas setiap warga Negara
bersama kedudukannya dalam hukum dan
sebagai landasan konstitusional.  Selama ini
muncul pandangan vyang menyebutkan
pada saat pelaku kejahatan telah
diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman
pidana, maka pada saat itulah perlindungan
terhadap korban telah diberikan, padahal
pendapat demikian tidakseutuhnya benar.

Berdasarkan perkembangan vyang ada,
baik nasinonal maupun intemasional dapat
dilihat  bagaimana seharusnya  korban
kejahatan memperoleh perlindungan hukum
serta bagaimana sistem hukum nasional
selama ini mengatur perihal perlindungan
kepada korban kejahatan. Dalam beberapa
perundang-undangan nasional permasalahan
perlindungan korban kejahatan memang
sudah diatur namun sifatnya masih bersifat
parsial dan tidak berlakusecaraumum
untuksemuakorban kejahatan. Tidak jarang
juga ditemukan korban yang mengalami
penderitaan ( fisik, mental, atau materi)
akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa
dirinya, tidak memperjuangkan hak-hak yang
seharusnya dia terima karena berbagai
alasan, misalnya korban menolak untuk
mengajukan ganti kerugian karena
dikhawatirkan prosesnya akan menjadi
semakin panjang dan berlarut-larut yang
dapat berakibat pada timbulnya penderitaan
yang berkepanjangan. Salah satu bentuk
perlindungan terhadap korban kejahatan dan
merupakan hak dari korban tindak pidana
adalah mendapatkan  kompensasi  dan
restitusi.

B. Perunusan Masalah
1. Apakah kedudukan lernbaga
perlindungan saksi dan  korban
rnerupakan sebuah lembaga negara
dalam penegakan hukum pidana di
Indonesia?
2. Apakah peran lembaga perlindungan
saksi dan korban dalam sistem
peradilan pidana?
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C. Metode Penelitian

Mengacu pada pertanyaan penelitian pada
perumusan masalah, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korba (LPSK) Dalam Penegakan
Hukum Pidana
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang Pembahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
yaitu pada Pasal 11 ayat (1)
menyebutkan  bahwa LPSK  merupakan
lembaga yang mandiri. Hal ini artinya LPSK
merupakan sebuah lembaga yang
independen  (biasanya  disebut  komisi
independen), vyakni organ negara (state
organs) yang di idealkan independen dan
karenanya berada di luar dari cabang
kekuasaan  Eksekutif, Legislatif maupun
Judikatif, namun memiliki fungsi campuran
antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.
Undang-Undang Perlindungan Saksi
dan Korban didasari pada amanat
ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun
2001 tentang tentang Rekomendasi arah

kebijakan pemberantasan dan
pencegahan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme  pada Pasal 2 ayat (6) yang
menyatakan bahwa agar segera
membentuk Undang-undang beserta
peraturan pelaksanaannya untuk
membantu  percepatan  dan efektivitas

pelaksanaan pemberantasan dan
pencegahan korupsi yang salah satu
muatannya meliputi  perlindungan saksi
dan korban. Oleh karena itu UU No 13
tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi
dan Karban (UU  PSK) menyebutkan
bahwa LPSK merupakan lembaga mandiri
sehingga peraturan ini tidak meletakkan
struktur dari

LPSK berada di bawah suatu instansi
pemerintah (eksekutif) maupun Lembaga
Negara lainnya. struktur LPSK berada di
bawah instansi manapun baik instansi
pemerintah ( eksekutif) maupun lembaga
negara lainnya.
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B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korbandalam Sistem Peradilan Pidana.
Peran adalah suatu konsep mengenai

keterlibatan atau  partisipasi seorang
(pejabat negara, pejabat publik, aparatur
pemerintah, tenaga professional, atau
pekerja) atau institusi (lembaga negara,
lembaga pemerintah, lembaga publik,
organisasi masyarakat, organisasi profesi dan
organisasi bisnis) dalam menjalankan visi dan
misinya Peran mempunyai korelasi yang
sangat erat dengan kedudukan, fungsi, tugas
dan wewenang yang di emban oleh seorang
atau suatu institusi yang terkait dengan
pelaksanaan visi dan misinya.  Artinya,
peran itu melekat pada kedudukan, fungsi
tugas dan wewenang yang menjadi tanggung
jawab seseorang atau suatu intitusi yang
terkait dengan pekerjaanatau  bidang
tugasnya. Secara normatif, peran adalah
perumusan atau pengaturan vyang ideal
mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan
wewenang vyang hams diemban oleh
seseorang atau suatu institusi dan sekaligus
pengorganisasian untuk melaksanakan
kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang
tersebut dalam praktek kehidupan sehari-
hari guna mencapai tujuan vyang telah
digariskan untuk seseorang atau suatu
institusiDengan konsep  peran  tersebut
berarti peran Lembaga Perlindungan Saksi
dan Karban (LPSK) adalah peran institusional
LPSK sebagai organsasi penunjang
penegakan hukum yang berkenaan dengan
kedudukan, fungsi, tugas , dan wewenang
LPSK di dalam menjalankan roda organisasi
untuk mewujudkan visi dan misinyaPeran
yang digariskan dalam suatu aturan disebut
sebagai peran normatif, yaitu peran yang
seharusnya di jalankan oleh pemegang
peran nonnatif tersebut. Pengaturan peran
normatif pejabat negara, pejabat publik,
pejabat pemerintah, professional, atau
pekerja dan lembaga-lembaga negara,
lembaga-lembaga publik dan  lembaga-
lembaga daerah dirumuskan dalam peraturan
perundang-undangan.

Sedangkan peran normative aparatur
privat atau professional dan institusi privat
biasanya diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Organisasi privat
tersebut. Peran Komisaris, Direksi, Pengurus
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dan sub-sub bidang kerja tertentu diatur
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Organisasi privat tersebut."Peran
normative LPSK adalah peran yang
diamanatkan oleh undang-undang kepada
LPSK untuk dijalankan guna mencapai tujuan
dibentuknya LPSK. Peran normative LPSK itu
berarti fungsi, tugas, dan wewenang LPSK
yang secara terperinci berkaitan dengan
kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang
Selain peran nonnative yang berdasarkan
keapada aturan, dikenal pula peran actual
yang merupakan aktualisasi atau
implementasi peran normatif yang menjadi
tanggung jawab seseorang atau suatu institusi
dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Peran aktual adalah peran nyata atau
peran sebenarnya yang dapat dilakukan
para pemegang peran normatif dalam
dunia nyataPeranan vyang dianggap diri
sendiri merupakan pemahaman atau
persepsi pemegang peran terhadap peran
ideal yang diharapkan dari dirinya yang
dilakukan melalui proses sosialisasi nilai-

nilai. Sedangkan peranan yang
sebenarnya merupakan realitas
penampilan pemegang peran hukum
dalam  merealisasikan fungsi, tugas,
dan wewenangnya dalam kehidupan yang
nyata.

Secara garis besar pengakuan fungsi
perlindungan sebagai bagian dari fungsi
sistem peradilan pidana adalah sangat penting
untuk menjadikan perfonna sistem peradilan
pidana yang baik, seimbang dan adil. Dengan
berjalannya fungsi perlindungan pada sistem
peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil
dimaksud, maka terdapat kepastian dan
keseimbangan antara hak-hak saksi, korban
maupun

hak-hak tersangka/terdakwa. Artinya
dalam berjalannya sistem dimaksud bagi
setiap saksi dan/atau korban terdapat
kepastian yang dijamin oleh hukum dalam hal
mendapatkan  hak-haknya ketika tampil
memberikan keterangan sebagai alat bukti
dalam proses peradilan pidana.

Hak-hak yang akan diperoleh bagi saksi
dan/atau korban dalam peradilan pidana yang
baik, seimbang dan adil, adalah hak-hak yang
terkait dengan aspek keselamatan, keamanan
dan kenyamanan, terkait adanya informasi

atau keterangan yang diberikannya. Saksi
dan/atau korban dalam kondisi terancam
secara fisik maupun psikhis, tidak dapat
dimintakan keterangan sebagai saksi dalam
setiap proses peradilan, bahkan keterangan
yang diberikan dalam kondisiterganggu
kenyamanan dan keselamatannya,
seharusnya dapat dibatalkan. Dengan
demikian implementasi fungsi perlindungan

dimaksud akan memberikan hak
perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
Hal ini akan menjamin kepastian

keterangan dari seorang saksi sebagai
keterangan yang diberikan dalam situasi dan
kondisi yang normal, tidak terdapat ancaman
atau paksaan, tidak dalam tekanan atau
kondisi terpojok. Mencermati pelaksanaan
perlindungan, UU Perlindungan Saksi dan
Karban telah mengatur mengenai tata cara
pemberian perlindungan sebagaimana
telah diuraikan dalam bab sebelumnya.
Tata cara tersebut pada intinya mengatur
dan menentukan bagaimana seorang saksi
dan/atau  korban tindak pidana dapat
memperoleh perlindungan atas hak-
haknya, baik yang disebutkan di dalam
Pasal 5, Pasal 6 maupun Pasal 7 UU No.
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, sebagaimana pasal-
pasal dimaksud kini telah disempurnakan
di dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Hak yang disebutkan di dalam Pasal 5 ayat
(1) UU Perlindungan Saksi dan Korban
dimaksud.

Dalam UU PSK Pasal 13 ayat (1)
menyebutkan bahwa LPSK adalah
lembaga yang bertanggungjawab kepada
Presiden. Presiden sebagai pejabat negara
tertinggi hams memfasilitasi lembaga ini
sesuai dengan mandate dan tugasnya,
mengingat bahwa Presiden yang
bertanggungjawab atas kerja-kerja  dari
LPSK. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (2)
menugaskan LPSK  membuat laporan
secara berkala tentang pelaksanaan tugas
dari LPSK kepada DPR paling sedikit
sekali dalam 1 (satu) tahun. Fungsi dari
penugasan ini adalah sebagai fungsi kontrol
dari DPR selaku perwakilan rakyat
Indonesia. Dalam laporan tersebut perlu
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diperhatikan terkait isi serta format seperti
apa yang harus dilaporkan kepada DPR
maupun Presiden. Karena laporan-laporan
yang akan diberikan harus terlebih dahulu
dicermati sehingga tidak memuat hal hak
yang dianggap privasi, jangan sampai ada
keterbukaan infonnasi yang justru telah
ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK. Karena
DPR dalam hal ini seshamsnya menjadi partner
LPSK baik sebagai pendukung program
maupun pemberi rekomendasi yang dapat
membantu pengembangan program LPSK.
LPSK dalam melaksanakan pemberian
perlindungan dan bantuan terhadap saksi
dan/atau korban dapat bekerjasama dengan
instansi terkait yang  berwenang
sebagaimana yang tercantum pada Pasal
36 Undang-Undang (UU) PSK. Dukungan
melalui  kerja sama dengan  aparat
penegak hukum serta instansi terkait
yang berwenang lainnya, dirasa sangat
penting guna mengoptimalisasikan
pemenuhan hak bagi saksi dan korban.
Kerja sama antara LPSK dengan instansi
terkait yang berwenang telah dimulai sejak
tahun 2009 dan terns dilaksanakan hingga
kini. Beberapa di antaranya vyaitu Nota
Kesepahaman Kerja Sama antara LPSK
dengan Kementerian Hukum dan HAM,
Badan Narkotika  Nasional, Kepolisian
Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan
Korupsi, hingga perguruan tinggi. Kerjasama
dengan perguruan tinggi juga dimaksudkan
agar perguruan tinggi dapat berperan aktif
dalam aktivitas perlindungan saksi dan
korban. Karena sesuai dengan peran LPSK
untuk memberikan perlindungan, keamanan,
kenyamanan, dan hak-haknya kepada saksi
dan korban terutama selama berlangsungnya
proses peradilan pidana, maka LPSK tidak
dapat bekerja sendiri. LPSK perlu untuk
membangun kerjasama dengan berbagai
instansi  termasuk kerjasama-kerjasama
dengan tujuan member pengetahuan
kepada masyarakat terkait perlindungan
terhadap saksi dan korban. Instansi-instansi
terkait yang sesuai kewenangannya
ikut melaksanakan perlindungan dan
bantuan, wajib melaksanakan keputusan
dari LPSK sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam UU PSK. Karena pelaksanaan
tugas lembaga ini akan dibantu oleh
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berbagai instansi terkait terutama instansi
pemerintah.

Mengingat dengan adanya kerjasama
antar instansi terkait akan bisa ditangani
secara efektif. Di samping itu dari segi
geografis, luas wilayah Indonesia akan lebih
efektif dengan adanya kerjasama antar
instansi tersebut.

Seorang Justice Collaborator dapat
melapor kepada Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Yudisial
(KY), Ombudsman Republik Indonesia, Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
Komisi  Kepolisian Nasional dan Komisi
Kejaksaan. Dengan banyaknya lembaga yang
dapat menerima laporan seorang Justice
Collaborator, dilihat dari perspektif sistem
peradilan pidana, lembaga-lembaga yang
berada di luar sistem peradilan pidana
yang mempunyai legitimasi dalam
memberikan keringanan hukuman
terhadap seorang Justice Collaborator.

Kerjasama terhadap instansi-instansi
tersebut juga akan memudahkan LPSK
sebagai lembaga yang  melaksanakan
perlindungan terhadap Justice Collaborator.
Bila dilihat lebih lanjut, temyata banyaknya
lembaga yang berwenang menangani laporan
seorang Justice Collaborator dapat
menimbulkan masalah seperti adanya konflik
kewenangan antara aparat penegak hukum
atau lembaga satu dengan lainnya.
Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006,
pelaksanaan tugas bersinggungan dengan
kewenangan penegak hukum lain (kepolisian,
kejaksaan dan KPK) yang terkait dengan Pasal
10UU ini

Oleh karena itu, diperlukan suatu
penegasan atas kewenangan, fungsi dan
tugas serta koordinasi antar lembaga
untuk melakukan perlindungan terhadap
Justice  Collaborator sehingga hubungan
dan koordinasi antar lembaga tidak
mengalami  kendala. Konflik seperti ini
biasanya terjadi pada saat menentukan
status seseorang yang mengajukan
permohonan untuk menjadi Collaborator
maupun terhadap bentuk: perlindungan
dan/atau penghargaan yang akan diberikan
kepada seorang Justice Collaborator Dapat
dilihat salah satu bentuk kerjasama antara
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LPSK dengan instansi terkait lainnya vyaitu
dengan dibentuknya Peraturan Bersama
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan
Kompsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban Republik,
Nomor: M.HH-II.LHM.03.02.th.201 |, Nomor:
PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1  Tahun
2011, Nomor ; KEPB-02/01 55/12/2011,
Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan
Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku
yang Bekerjasama. lam peraturan bersama ini
ditujukan untuk menyamakan pandangan
dan  persepsi serta  memperlancar
pelaksanaan tugas aparat penegak hukum
dalam mengungkap tindak pidana serius
dan/atau  terorganisir; dan memberikan
pedoman bagi para penegak hukum dalam
melakukan koordinasi dan kerjasama di
bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor,
Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang
Bekerjasama dalam perkara pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) dalam memaksimalkan pemberian
perlindungan terhadap saksi pelaku yang
bekerjasama, dilakukan  juga  dengan
melakukan  penandatanganan  Perjanjian
Kerjasama antara Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kemenkumham RI dan LPSK
yang dilaksanakan bersamaan  dengan
kegiatan Rapat Koordinasi LPSK pada tanggal
21 Oktober 2015 Maksud kerjasama ini
merupakan tindak lanjut dari adanya Nota
Kesepahaman antara Kemenkumham RI dan
LPSK  tentang Peningkatan Kapasitas
Perlindungan

Saksi dan Korban Tindak Pidana dari
Aspek Hukum dan Hak Asasi. Dalam
perjanjian kerjasama ini  mencakup
mengenai pelaksanaan pemberian
rehabilitasi medis psikologi serta peningkatan
kapasitas terkait perlindungan bagi tahanan
dan warga binaan pemasyarakatan yang
menjadi Justice Collaborators.

Dalam prakteknya saat ini, surat
rekomendasi mengenai perlunya
pengurangan hukuman dan kontribusi Pelaku
yang bekerjasama dalam dalam kasus-kasus
yang pemah di sidangkan di pengadilan,
dikirimkan oleh LPSK Setelah dilakukannya

monitoringdan penilaian atas keterangan
dari  seorang pelaku yang bekerjasama
sebelum proses penuntutan ke Majelis Hakim
dan ketua pengadilan, atau pada saat
pembacaan nota pembelaan. Sangatlah
jarang Jaksa memberikan penilaian atas
kontribusi  bagi seorang pelaku yang
bekerjasama. Oleh karena itu SEMA inijustru
mengisyaratkan syarat yang lebih berat bagi
upaya reward bagi pelaku yang bekerjasama,
sehingga perlu di buat panduan dalam
menilai kontribusi pelaku yang bekerjasama
tersebut

Perlindungan saksi dan korban ada
beberapa perubahan krusial terkait dengan
pelaku yang bekerjasama yakni: Pertama,
dinyatakan  bahwa  Perlindungan ialah
perlindungan hukum yang diberikan kepada
Saksi yangjuga tersangka. Yakni seorang saksi
yangjuga menjadi tersangka dalam kasus
yang sama tidak dapat dibebaskan dari

tuntutan pidana apabila ia temyata
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah, tetapi keterangannya  dapat
dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam
meringankan pidanayang akan

dijatuhkan. Dalam menjatuhkan
putusan, hakim wajib

mempertimbangkan keterangan saksi pelaku
untuk dijadikan dasar pemberian keringanan
hukuman.

Kedua, Pengertain Saksi Pelaku adalah
saksi yang juga pelaku tindak pidana dalam
posisinya sebagai tersangka, terdakwa atau
terpidana yang membantu dan/atau bekerja
sama dengan aparat penegak hukum untuk
mengungkap suatu tindak pidana dengan
memberikan keterangan.

Ketiga, revisi UU tersebut menambahkan
rumusan bahwa Saksi Pelaku selain mendapat
hak, dapat diberikan perlakuan secara khusus
dan penghargaan atas kesaksian yang
diberikannya.  Perlakuan  secara khusus
berupa: a. perlindungan keamanan pribadi
selama proses peradilan dan pelaksanaan
pidananya, yang meliputi: 1. penempatan
tempat menjalani penahanan dan
pelaksanaan pidana; dan 2. pengawasan
khusus atas tertib perikehidupannya; b.
pemberkasan yang terpisah dengan
tersangka atau terdakwa lain atas tindak
pidana yang diungkapkannya; c. penundaan
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proses hukum atas pengaduan yang timbul
karena informasi, laporan  dan/atau
kesaksian yang diberikannya.

Keempat, mengenai kemungkinan Saksi
Pelaku dapat memperoleh  penghargaan
yang berupa: (a) mendapat tuntutan yang
paling ringan; dan (b) pemberian remisi
dan/atau grasi atas dalam hal saksi pelaku
adalah seorang narapidana, yang dapat
diberikan  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Melihat perkembangan barn yang
mengatur perlindungan maupun pemberian
keuntungan bagi pelaku yang bekerjasama,
terlihat bahwa prospek pengaturan bagi
penggunaan pelaku yang berkejasama yang
menuju arah yang lebih baik. Walaupun
dalam kondisi saat ini pengaturan vyang
ada secara substansinya masih lemah dan
kurang begitu mendukung para pelaku
yang bekerjasama. perlu dilakukan upaya
hannonisasi antar berbagai peraturan. Baik
peraturan yang sifatnya umum maupun yang
khusus.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) terns menyamakan persepsi dan kerja
sama juga dengan cam melakukan bimbingan
teknis dibeberapa daerah di Indonesia.
sebagai penerapan kerja sama instansi terkait
di  daerah, bimtek  juga bertujuan
meningkatkan pemahaman atas pengaturan
perlindungan saksi dan korban.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kedudukan Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK) sebagai
komponen sistem peradilan pidana
yang memiliki fungsi penting dalam
penegakan hukum, khususnya
memberikan perlindungan terhadap
saksi maupun korban, dalam rangka
mendapatkan  kebenaran  materiel
serta mewujudkan sistem peradilan
pidana yang baik, seimbang dan adil.
Penguatan kewenangan lembaga
perlindungan saksi dan korban (LPSK)
sangat penting, karena keterangan
sak:si sangat membantu mengungkap
suatu kasus. Dengan diberikannya
jaminan keamanan dan keselamatan
bagi saksi dan/atau korban, dapat
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membuat rasa aman dan nyaman
bagi mereka sehingga mereka dapat
bersaksi dan memberikan
keterangan-keterangan  yang dapat
membantu apgakum  membongkar
suatu tindak pidana kejahatan yang
terorganisir.

2. Proses peradilan pidana, aparat
keamanan LPSK memiliki peran sangat
penting dalam sistem peradilam
pidana yang baik, seimbang dan adil,
yakni sebagai sebuah sistem vyang
memenuhi perasaan keadilan
masyarakat, baik keadilan prosedural
maupun keadilan substansial. Peran
LPSK  tersebut adalah dengan
melaksanakan  fungsi perlindungan
terhadap saksi dan/atau  korban
tindak pidana, sehingga proses
penyidikan, pemmtutan maupun
pemeriksaan di persidangan, antara
lain tidak mengalami kesulitan atau
hambatan dalam melakukan
pemeriksaan terhadap saksi dan/atau
korban guna mendapatkan alat bukti,
karena saksi dan/atau korban dimaksud
telah mendapatkan jaminan
perlindungan yang diperlukan

B. Saran

1. Perbaikan akan UU Perlindungan Saksi
dan Korban sangat membantu LPSK
dalam menjalankan tugas  dan
wewenangnya. Sosialisasi  tentang
kehadiran LPKS penting dilaksanakan
agar  masyarakat luas  semakin
mengetahui secara jelas tentang
bagaimana kinerja dari LPSK.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban sebegai lembaga independen
yang memberikan perlindungan bagi
saksi dan korban dapat mewujudkan
perannya secara optimal guna
menegakkan sistem peradilan pidana
di Indonesia dan memiliki standar
perlindungan  berdasarkan  tingkat
ancaman serta perlu adanya penguatan
peran mengenai kewenangan
Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) dalam memberikan
perlindungan  hukum sebab akan
memudahkan membongkar  suatu
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tindak pidana karena dilihat posisi
mereka sebagai alat bukti saksi.
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